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PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Menimbang

Mengingat

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian insentif pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar, ada pengaturan yang perlu disesuaikan dengan
ketentuan, sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 51 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67, Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;

Walikota Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan
dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan
Pasar Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN
2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR

Pasal |

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Insentif pemungutan Retribusi secara proporsional diberikan kepada :

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah dalam hal ini Asisten Administrasi Umum ;
c. Pejabat dan pegawai Dinas selaku aparat pelaksana pemungut Retribusi.



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juni 2014
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 30



